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PUTUSAN
Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 05 Agustus 1989, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XxXXxxX, pendidikan S1,
tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR,
KALIMANTAN SELATAN, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 14 Oktober 1987, agama
Islam, pekerjaan xxxxx Xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KOTA  BANJARMASIN,
KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2025 telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Martapura dengan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Mtp, tanggal 24 April

2025, dengan dalil-dalil yang setelah mengalami perubahan sehingga berbunyi

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten
XXXXXX, sSebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
247/14/X11/2015, tertanggal 18 Desember 2015;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan XXXxxX,
XXXXXXXXX XXXXXX selama 8 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir dialamat
tersebut;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Juli 2017 (usia 7 tahun)
dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan akan tetapi sejak bulan Januari
2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk
cekcok mulut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan antara lain :
5.1. Tergugat tisak cukup memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah
penghasilan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah
dari hasil Penggugat bekerja;
5.2. Tergugat berubah sikap yakni kurang memperhatikan
Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan
diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga bersama dan jika
Tergugat berada di rumah sibuk main Hp;
5.3. Tergugat hampir setiap malam pergi keluar rumah dengan
alasan bekerja dan pulangnya keesokon pagi sekitar jam 09;00
wita, Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat agar tidak
bekerja malam lagi karena Tergugat tidak pernah mempelihatkan
hasil dari bekerja malam tersebut;
5.4. Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri,
Penggugat sulit memberikan pendapat karena selalu berbeda

dengan pendapat Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
08 Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
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rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas,
semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan
selama kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2024 Tergugat mengucapkan talak
kepada Penggugat melalui chatting whatsapp;
8. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada
Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat
digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan
suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, nhamun
pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu
Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi
bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3.  Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;
A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : atas nama

Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Pencatatan Sipil XXXXXXxxX XXxxxx tanggal 02-05-2024. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/14/X11/2015 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XxXxxX, XXXXXXXXX XXXxXxX tanggal 18

Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi;
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1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx RT.10 RW.02 Desa
XXXXXX  Kecamatan XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. Provinsi Xxxxxxxxxx
XXXxxxx, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang telah menikah sekitar tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aranio;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak
harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, tidak jujur
masalah keuangan dan suka pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah satu
tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah bertemu dan tidak ada komunkasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, tempat kediaman di alan Pemajatan RT.10 RW.2 Desa XXXXXX
Kecamatan XxxXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. Provinsi XXXXXXXXXX XXXXXXX,
dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang telah menikah sekitar tahun 2015;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aranio;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu

orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang tidak haronis

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, tidak jujur

masalah keuangan dan suka pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak

satu tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah bertemu dan tidak ada komunkasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi seringkali menasihati Penggugat untuk

kembali bersama Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk

bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dan mohon putusan ;
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;
Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena
Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2
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huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga
persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar
majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, puncak ketidakharmonisan
terjadi pada bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, semenjak
itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak
saling pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih

satu tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula
bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat
tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil
gugatan Penggugat (Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara
perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti
tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta
dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka
berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama
secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1,
Penggugat adalah penduduk Kabupaten Martapura, maka berdasarkan pasal
73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura secara relative
berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga
Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan
berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan
atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat
(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk
mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan
saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan
bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan
sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka
persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap
oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal
sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang
satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan
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Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat

telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan
rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang pada pokoknya sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan
dan pertengkaran, dan sejak bulan Juli 2024 telah berpisah rumah. Pihak
keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat
tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu
keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenubhi
syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap
fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 18 Desember 2015, tercatat pada Kutipan Akta
Nikah, Nomor 247/14/X11/2015, an. TERGUGAT dan PENGGUGAT,
tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Karang Intan, XXXXXXXXX XXXXXX Provinsi XXxxxxXXXX XXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan tergugat rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada satu tahun yang lalu, dan
sampai sekarang sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah
rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-
bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menjadi
tidak harmois, terjadi perselisihan yang mengakibatkan sejak satu tahun yang
lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga diajukannya
gugatan ini sudah satu tahun lamanya dan selama itu sudah tidak pernah
berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak
berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa
perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak
ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai
Yurisprudensi MARI No0.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan
terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomonikasi, maka rumah tangga
yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang
terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang
menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih
ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada
harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap
hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan
Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut
dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor
1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi,
oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi
Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat
beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 149 R.Bg, namun demikian Majelis
Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai
pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman
159 sebagai berikut :

ade oSallg aindlg 93l gloww ;L= o imi gl ar,id o izl ,ims 0lg
Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima
keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya “;
maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulgaidah
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1446 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj.
Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S.Ag masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
H. Husnan Taparrod, S.H, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H, S.H. M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
1

2 Proses Rp 100.000,00
2

3 Panggilan Rp 30.000,00
3
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4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5 Redaksi Rp 10.000,00

4
6. Meterai Rp 10.000,00

5

Jumlah Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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